


Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam 

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen 

Tahun 2024 Nomor Urut 3; 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/DPP BAHU /MK/XII/2024 

tanggal 09 Desember 2024 dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. 

Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M. 

Ucok Edison Marpaung, S.H. 

Pangeran, S.H. S.I.Kom. 

Ferdian Sutanto, S.H., M.H. 

Parulian Siregar, S.H., M.H. 

Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. 

Rahmat Taufit, S.H., M.H. 

Bayu Aditya Putra, S.H. 

Aida Mardatillah, S.H., M.H. 

Risky Dewi Ambarwati, S.H. 

T. Jessica Novia Hermanto, S.H.

Bansawan, S.H. 

Rudy Mangara Sirait, S.H 

Ziki Osman., S.H. 

Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A. 

Ridwan Suherman, S.H. 

Hutur Irvan V Pandiangan, SH, MH. 
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Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum 

(BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. 

Suroso No. 42 - 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, H/P: 

085692055225, email: riskydewiambar@gmail.com, bertindak untuk dan 

atas nama PEMBER! KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri

sendiri.; 

Selanjutnya disebut sebagai ...................................................... Pemohon. 

terhadap 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, berkedudukan di 

Jl. Maluku No. 1, Serui Kota, Kee. Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan 

Yapen, Papua.; 

Selan ju tnya dise but se bagai---------------------------------------------Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi 

perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang 

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Bolaang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 

8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 

2024 Pukul 06.50 WIT. (bukti P-1) 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
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